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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Bahwa hasil penelitian mengenai larangan perkawinan kembar jeneng wong tuo

di Desa Trembes, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan

bahwa larangan tersebut merupakan salah satu bentuk hukum adat yang masih

hidup dan berkembang di tengah masyarakat.. Kepercayaan ini telah diwariskan

secara turun-temurun oleh para leluhur dan tetap dijaga keberlangsungannya oleh

masyarakat hingga saat ini. Berdasarkan perspektif hukum positif, larangan

perkawinan kembar jeneng wong tuo tidak ditemukan aturan yang melanggar

larangan tersebut.

2. Bahwa larangan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis,

larangan kembar jeneng wong tuo memiliki kedudukan yang kuat dalam

kehidupan sosial masyarakat Desa Trembes. Kekuatan mengikat larangan

tersebut lahir dari keyakinan kolektif masyarakat terhadap kebenaran dan

konsekuensi yang diyakini akan timbul apabila larangan tersebut dilanggar.

Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat tetap mengaitkan berbagai musibah

yang terjadi setelah perkawinan dengan pelanggaran terhadap larangan kembar

jeneng wong tuo. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya

hidup sebagai warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman perilaku

yang masih memiliki pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat.



A. Saran
1. Bagi masyarakat Desa Trembes, diharapkan agar tetap menjaga dan

melestarikan nilai-nilai adat yang telah diwariskan oleh para leluhur, termasuk

larangan perkawinan kembar jeneng wong tuo sebagai salah satu bentuk

kearifan lokal yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Namun demikian, masyarakat juga diharapkan dapat memahami

perkembangan hukum yang berlaku sehingga dapat menyikapi keberadaan

larangan tersebut secara bijaksana tanpa mengurangi rasa hormat terhadap adat

istiadat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

2. Bagi calon mempelai, khususnya yang mengalami kondisi kembar jeneng

wong tuo, diharapkan dapat memahami serta mempertimbangkan nilai-nilai

adat yang berlaku di lingkungan masyarakat sebelum melangsungkan

perkawinan. Selain itu, calon mempelai hendaknya melakukan komunikasi dan

musyawarah yang baik dengan keluarga, tokoh adat, maupun tokoh

masyarakat agar setiap keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua

pihak serta tidak menimbulkan konflik dalam keluarga maupun lingkungan

sosial.
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